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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA SEMARANG   

      

KEPUTUSAN  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 KOTA SEMARANG 

NOMOR 172.1/11 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020  

MENJADI PERATURAN DAERAH 

  

 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA SEMARANG,  

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, disertai penjelasan dan dokumen pendukung 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 

memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Semarang Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan 

oleh Walikota Semarang telah dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka perlu 

adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Semarang; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Semarang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 

Anggaran 2020 Menjadi Peraturan Daerah. 
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Mengingat 

 

: 

 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah  Kota  Besar  dalam  

Lingkungan Propinsi  Djawa  Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat  dan  Daerah  Istimewa Jogjakarta; 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Undang­ Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – 

kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 

Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan 

di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992    

Nomor 89); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                       

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4585); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 5533); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 33); 

  32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 

Seri E); 

  

 

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 83); 
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  34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49); 

  35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang 

Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 50); 

  36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 51); 

  37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 52); 

  38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 53); 

  39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang   

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 89); 

  40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 55); 

  41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56); 

  42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang 

Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Semarang Nomor 57); 

  43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah 

Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58); 
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  44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60); 

  45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69); 

  46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70); 

  47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4              

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang                     

Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 90); 

  48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang 

Tahun 2018 Nomor 16); 

  49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2020 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang      

Tahun 2020 Nomor 45); 

  50. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita 

Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2019 Nomor 52); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 menjadi 

Peraturan Daerah, dengan perincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan sebesar  Rp. 4.288.141.639.040,- 

2. Belanja sebesar  Rp. 4.305.136.585.318,- 

 Defisit sebesar (Rp.      16.994.946.278,-) 

3. Pembiayaan Daerah  

 Penerimaan sebesar  Rp.      80.734.946.278,- 

 Pengeluaran sebesar  Rp.      63.740.000.000,- 

 Pembiayaan Netto  Rp.      16.994.946.278,- 
 

KEDUA : Naskah Rancangan Peraturan Daerah, Laporan Komisi-

komisi dan Laporan Badan Anggaran, merupakan bagian tak 

terpisahkan dengan Keputusan ini. 

KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota 

Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  

pada tanggal  

 S e m a r a n g 

16 September 2020 

 

 

 

 

KETUA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA SEMARANG, 

 

 
 

 
KADAR LUSMAN 

SALINAN disampaikan kepada Yth : 
1. Gubernur Jawa Tengah; 
2. Walikota Semarang; 
3. Wakil Walikota Semarang; 
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang; 
5. Para Anggota DPRD Kota Semarang; 
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 
7. Para Asisten Sekda Kota Semarang;  
8. Inspektur Kota Semarang; 
9. Para Kepala Badan Kota Semarang; 
10. Para Kepala Dinas Kota Semarang; 
11. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang; 
12. Para Camat Kota Semarang. 

 


